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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mempelajari serta memberikan konstribusi
berupakonsep penanganan terpadu kawasan kumuh guna meningkatkan kualitas kawasan
permukiman ditepian sungai Kapuas Kota Pontianak. Dalam penelitian ini, metode
pengumpulan data yangdigunakan dalam studi ini terbagi ke dalam dua bagian yaitu Survey
primer dan survey sekunder.Studi penelitian ini dilakukan di Kawasan Permukiman Tepi
Air Tambelan Sampit KecamatanPontianak Timur Kota Pontianak. Hasil analisis dibedakan
menjadi analisis tata guna lahan, analisisnilai historis, analisis nilai ekonomi dan analisis
kawasan kumuh tepian sungai kapuas sehinggadidapat hasil delineasi dan pembagian
kawasan. Penulis mengambil komponen kumuh menjadiaspek prioritas dikarenakan aspek
ini yang menjadi isu paling menonjol bagi kawasan TambelanSampit selain daripada itu
aspek-aspek lain seperti sosial, ekonomi dan budaya merupakan aspekpertimbangan lainnya
sebagai pendamping. Setelah didapat Analisa perhitungan tingkat kekumuhanpenulis
mencoba untuk menskenariokan penurunan tingkat kekumuhan menurut formulasi
didalamPermen PUPERA no 2 tahun 2016. Penentuan Deliniasi kawasan kumuh ini di
peroleh dari hasildiskusi seluruh element Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan
Permukiman Kota Pontianakdifasilitasi oleh tim KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
merupakan salah satu Program Pemerintahdalam pengurangan kawasan kumuh. Kawasan
kumuh yang berada pada Kawasan Tambelan Sampitini terindikasi berada di 2 Rukun
Warga (RW) dan 5 Rukun Tetangga (RT) sesuai SK WalikotaPontianak dan hasil verifikasi
data dari program KOTAKU. Melihat dari perkembanganpermukiman dan kesamaan
tipologinya penulis memverifikasi dan mendeliniasi ulang kawasantersebut sehingga luasan
lokasi penelitian menjadi sebesar 15.98 Ha dan berada di tepian sungaiKapuas. Dari
Permasalah, isu kawasan, kebutuhan penanganan dan strategi di kawasan TambelanSampit
maka penulis mencoba untuk merumuskan Konsep Strategi untuk studi
“PenangananTerpadu Kawasan Permukiman Di Tepian Sungai Kapuas Kota Pontianak”
dengan lokasi studi dikawasan Tambelan Sampit adalah “Kawasan Tambelan Sampit
Bermartabat dan Berkarakter”.




Laju urbanisasi di Indonesia yang
tidak diiringi dengan kecepatan
penyediaan sarana dan prasarana
pendukung menimbulkan berbagai
persoalan di perkotaan salah satunya
persoalan permukiman kumuh. Kawasan
permukiman kumuh antara lain dicirikan
dengan kepadatan penduduk yang tinggi,
kondisi lingkungan yang tidak layak
huni, minimnya fasilitas umum dan
fasilitas sosial serta kondisi ekonomi
masyarakat yang miskin dan
berpenghasilan rendah. Upaya
penanganan permukiman telah
dilakukan secara bertahap oleh
Pemerintah. Namun, kompleksitas
permasalahan pada kawasan
permukiman kumuh yang meliputi aspek
sosial, budaya, ekonomi bahkan politik,
menjadi salah satu kendala dalam
penuntasan penanganan permukiman
kumuh. Pada tahun 2014, tercatat
kawasan permukiman kumuh di
Indonesia mencapai 37.407 ha.
UU No.1 Tahun 2011 tentang
perumahan dan kawasan permukiman
mengamanahkan bahwa Negara
bertanggung jawab melindungi segenap
bangsa Indonesia melalui
penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman agar masyarakat
mampu bertempat tinggal serta
menghuni rumah yang layak, terjangkau
di dalam lingkungan yang sehat, aman,
harmonis dan berkelanjutan diseluruh
wilayah Indonesia. Dalam mewujudkan
fungsi permukiman, pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap
permukiman kumuh dilakukan guna
meningkatkan mutu kehidupan dan
penghidupan masyarakat penghuni serta
menjaga dan meningkatkan kualitas dan
fungsi perumahan dan permukiman
berdasarkan pada kepastian bermukim
dan menjamin hak bermukim menurut
ketentuan peraturan dan perundang-
undangan Sejalan dengan hal tersebut,
pemerintah berkomitmen untuk
mengentaskan permukiman kumuh
dengan target 0% kumuh hingga tahun
2019, sebagaimana yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -
2019. Langkah awal penanganan
permukiman kumuh untuk mencapai
target 0% kumuh ini sudah dimulai sejak
tahun 2014 oleh Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen
Cipta Karya melalui penyusunan Road
Map penanganan kumuh dan
pemutakhiran data kumuh yang
dilaksanakan secara koordinatif dengan
kementerian/lembaga terkait serta
dengan pemerintah daerah di seluruh
Indonesia.
Permukiman kumuh di Kota
Pontianak lebih banyak disebabkan oleh
hal - hal sebagai berikut:
1. Sarana dan prasarana dasar yang
tersedia kurang memadai.
2. Kurangnya kualitas infrastruktur.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat
akan pentingnya lingkungan yang
sehat dan berkualitas.
Pada tahun 2015, sesuai dengan SK
Walikota Pontianak Nomor 398/D-
CKTRP/Tahun 2015 tentang Penetapan
Lokasi Perumahan dan Permukiman
Kumuh di Kota Pontianak, kawasan
permukiman kumuh yang seluas 70,51
Ha ini tersebar di berbagai kelurahan
dengan beragam tingkat kekumuhuan
mulai dari kumuh berat, sedang hingga
kumuh ringan.
Kawasan Tambelan Sampit meru-
pakan tipologi permukiman di atas air
3berlokasi disekitar komplek Keraton
Kadariyah dan kompleks Masjid Agung.
Kawasan permukiman ini merupakan
rangkaian kawasan permukiman pertama
yang terbentuk di Pontianak. Awal mula
permukiman di Kota Pontianak terben-
tuk di sepanjang Sungai Kapuas dan
Sungai Landak. Keberaadaan Sungai
Kapuas pada masa itu menjadi sangat
vital dan bisa dikatakan menjadi pusat
kegiatan masyarakat. Seiring waktu ke-
beradaan sungai menjadi suatu bagian
yang tidakterpisahkan bagi tumbuh dan
berkembangnya kota. Daerah ini
memiliki beberapa potensi yang dapat
dikembangkan untuk menjadi daya tarik
guna meningkatkan citra wajah
kota.Adapun beberapa permasalahan
yang dimiliki kawasan ini adalah seba-
gai berikut:
1. Pemenuhan kebutuhan infrastruk-
turnya masih minim
2. Kurangnya sarana untuk publik (ru-
ang terbuka hijau)
3. Kepadatan bangunan tinggi.
1.2 Perumusan Masalah
Dari uraian latar belakang diatas,
maka rumusan pokok – pokok perma-
salahan adalah bagaimana gambaran
atau profil kawasan perumukiman di
Tepian Sungai Kapuas, dan penanganan
infrastruktur kawasan sebagai dasar dari
konsepsi kawasan akan memberikan
pengaruh bagi perkembangan kawasan
permukiman di Tepian Sungai Kapuas.
1.3 Tujuan Penelitian
Dalam penulisan Tesis ini, penulis
bermaksud untuk mencari dan mempela-
jari serta memberikan konstribusi berupa
konsep penanganan terpadu kawasan
kumuh guna meningkatkan kualitas ka-
wasan permukiman di tepian sungai Ka-
puas Kota Pontianak Kawasan Tepian
Sungai Kapuas, Tambelan Sampit.
1.4Pembatasan Masalah
Agar pembahasan penulisan tesis
ini lebih terarah dan dapat diperoleh
suatu kesimpulan yang jelas, maka perlu
dilakukan pembatasan masalah sebagai
berikut :
1. Penulisan tesis ini hanya meninjau
tentang konsep penanganan terpadu
kawasan permukiman di Tepian
Sungai Kapuas Kota Pontianak
pada lokasi Kawasan Tambelan
Sampit.
2. Penelitian dilakukan pada Kawasan
permukiman di kelurahan Tem-
belan Sampit Kecamatan Pontianak
Timur Kota Pontianak.
Dalam penelitian ini, penulis akan
melakukan observasi kelokasi kawasan
permukiman di tepian Sungai Kapuas
pada kawasan Tembelan Sampit Ke-
camatan Pontianak Timur Kota
Pontianak. Adapun Objek analisis dalam
penelitian yaitu pada kawasan yang
berada dikawasan Tembelan Sampit Ke-
camatan Pontianak Timur Kota
Pontianak.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Kebijakan Pemerintah Tetang
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
2.1.1. UU No.  Tahun 2011
Undang - Undang No. 1 tahun 2011 ten-
tang Perumahan dan Kawasan Per-
mukiman, mengamanahkan bahwa Ne-
gara bertanggung jawab melindungi
segenap bangsa Indonesia melalui pen-
yelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman agar masyarakat mampu
bertempat tinggal serta menghuni rumah
yang layak, terjangkau di dalam ling-
kungan yang sehat, aman, harmonis dan
4berkelanjutan di seluruh wilayah Indo-
nesia.
Gambar 2.1
Proses Peningkatan Kualitas Perumahan
dan Permukiman Menurut UU
No.1/2011
2.1.2. Permen PU No. 02/PRT/M/2016
Selanjutya diatur dalam Permen
PUPR NO.2/PRT/M/2016 tentang
Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh.






CKTRP/Tahun 2015 tentang Penetapan
Lokasi Perumahan dan Permukiman
Kumuh di Kota Pontianak. Sebaran, luas
dan tingkat kekumuhan kawasan
permukiman tersebar di 18 kelurahan
(total 29 kelurahan).
2.2 Kebijakan dan Strategi
Kawasan Permukiman
Pengembangan Kawasan
Permukiman yang dapat mencerminkan
peran Kota Pontianak sebagai Ibukota






1. Keadaan rumah pada permukiman
kumuh terpaksa dibawah standar, rata
- rata 6 m²/orang. Sedangkan fasilitas
kekotaan secara langsung tidak ter-
layani karena tidak tersedia. Namun
karena lokasinya dekat dengan per-
mukiman yang ada, maka fasilitas
lingkungan tersebut tak sulit menda-
patkannya.
2. Permukiman ini secara fisik mem-
berikan manfaat pokok, yaitu dekat
tempat mencari nafkah (opportunity
value) dan harga rumah juga murah
(asas keterjangkauan) baik membeli
atau menyewa.
3. Manfaat permukiman disamping per-
timbangan lapangan kerja dan harga
murah adalah kesempatan mendapat-
kannya atauaksesibilitas tinggi.
2.4. Faktor Penyebab Pertumbuhan
Permukiman Kumuh
Dalam perkembangannya pertum-
buhan permukiman kumuh ini dapat
disebabkan oleh beberapa faktor. Menu-
rut Constantinos A.Doxiadis (1968),
disebutkan bahwa pertumbuhan per-
mukiman kumuh dipengaruhi oleh be-
berapa faktor yaitu :





Bentuk - bentuk penanganan per-
mukiman kumuh yang telah dilaksana-
kan ada beberapa bentuk antara lain:
1. Perbaikan Permukiman
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan
Hunian
2.6. Gambaran Umum Kota
Pontianak
Kota Pontianak merupakan ibu-
kota Provinsi Kalimantan Barat yang
luas wilayah mencapai 10.782 Ha, luas
permukiman 3.685 Ha, jumlah pen-
5duduk 607.438 jiwa, luasan kumuh total
70.51 Ha dengan jumlah sebaran 53 lo-
kasi kumuh sesuai SK Walikota
Pontianak. Secara administratif Kota
Pontianak dibagi  menjadi 6 kecamatan
(Kecamatan Pontianak Selatan,
Pontianak Tenggara, Pontianak Timur,
Pontianak Barat, Pontianak Kota dan
Pontianak Utara), 29 kelurahan, 534 Ru-
kun Warga ((RW) dan 2.372 Rukun
Tetangga (RT). Kota Pontianak mem-
punyai beberapa keunikan geografis,
pertama, kota ini terletak di lintasan
garis khatulistiwa, tepatnya berkisar
pada posisi geografis 0o02’24” LU –
0o01’37” LS dan 109o16’25” BT –
109o23’04” BT.
Gambar 2.2
Peta Wilayah Administratif Kota
Pontianak
Gambaran karakteristik Kota
Pontianak dengan kondisi permukiman
kumuh pada umumnya terletak
dipinggiran sungai Kapuas, di sepanjang
Kampung Tambelan Sampit dan Banjar
Serasan. Secara umum kondisi
perumahan dan permukiman di Kota
Pontianak sudah cukup baik, akan tetapi
pada beberapa bagian wilayah kota
masih terdapat kawasan kumuh dan
rumah yang tidak layak huni. Dalam
kurun lima tahun terakhir, Pemerintah
Kota Pontianak telah berhasil mereduksi
64,76% kawasan kumuh yang ada. Hal
tersebut dilakukan dengan berbagai
program perbaikan lingkungan
permukiman serta bantuan rumah tidak
layak huni baik yang didanai melalui
APBD maupun APBN dan pihak swasta.
Tabel 2.1 Perkembangan Luasan
Kawasan Permukiman di Kota
Pontianak Tahun 2009 - 2015
No. Tahun Luas
1. 2009 247,77 Ha
2. 2010 215,00 Ha
3. 2011 143,25 Ha
4. 2012 109,06 Ha
5. 2013 87,29 Ha
6. 2015 70,51 Ha
2.7. Sebaran Kawasan Permukiman
Kumuh Kota Pontianak
Pada  tahun 2015, sesuai dengan
SK Walikota Pontianak Nomor 398/D-
CKTRP/Tahun 2015 tentang Penetapan
Lokasi Perumahan dan Permukiman
Kumuh di Kota Pontianak, kawasan
permukiman kumuh yang seluas 70,51
ha ini tersebar di berbagai kelurahan
dengan beragam tingkat kekumuhuan
mulai dari kumuh berat, sedang hingga
kumuh ringan. Sebaran lokasi kawasan
permukiman kumuh di Kota Pontianak
6pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.2 Sebaran Lokasi Kawasan
Permukiman Kumuh Kota Pontianak
Tahun 2015 berdasarkan SK Walikota
Pontianak Nomor : 398/D-
CKTRP/Tahun 2015
Pada SK Walikota tetang
Permukiman Kumuh di Kota Pontianak
ini akan menjadi dasar dalam penentuan
ruang lingkup wilayah dalam
penanganan permukiman kumuh melalui
kegiatan verifikasi dan redeliniasi.
Kegiatan verifikasi kawasan
permukiman kumuh dilakukan untuk
mengkaji kembali validasi SK Kumuh
dengan kondisi riil dilapangan saat ini.
Kawasan kumuh yang telah ditetapkan
dalam SK Walikota tentang Kawasan
Permukiman Kumuh di Kota Pontianak
mayoritas berupa spot-spot.
2.8. Potensi Permasalahan dan Isu
Strategis Kawasan Permukiman
Kumuh di Kota Pontianak
7Permukiman pada umumnya di
Kota Pontianak saat ini merupakan guna
lahan yang paling besar dibanding den-
gan penggunaan lahan lainnya. Hal ini
mengindikasikan bahwa pada 5 atau 10
tahun kedepan kebutuhan akan rumah
tinggal semakin meningkat namun lahan
yang tersedia sudah tidak ada lagi.
3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Lokasi Penelitian
Studi penelitian ini dilakukan di
Kawasan Permukiman Tepi Air
Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak
Timur Kota Pontianak. Berikut
merupakan peta lokasi objek penelitian :
Gambar 3.1
Peta Kawasan Tambelan Sampit Lokasi
Penelitian
Adapun lokasi penelitian yang
dilakukan pada kawasan permukiman
tepian air tambelan sampit kecamatan
Pontianak Timur dengan karakteristik:
a. Permukiman awal kota yang
terbentuk akibat adanya
perkembangan kerajaan Pontianak,
b. Permukiman penunjang cagar budaya
dengan sejarah yang kuat,
c. Salah satu kawasan  permukiman
kumuh dengan merujuk pada SK
Walikota Pontianak.
3.2. Metode Penelitian
Metode penelitian kualitatif ini
lebih menekankan pada aspek
pemahaman secara mendalam terhadap




substantive dan hipotesis penelitian
kualitatif. Metode penelitian ini
dijabarkan mengenai rancangan
penelitian, lokasi penelitian, jenis dan
sumber data, metode dan teknik
penyajian data.
3.3. Kebutuhan Data
Dalam penulisan tesis ini,
metode  pengumpulan data yang
digunakan dalam studi ini terbagi ke
dalam dua bagian yaitu Survey primer
dan survey sekunder.  Bagan alir kedua
survey tersebut ditunjukkan pada
gambar 3.3 yang selanjutnya dapat
dijelaskan sebagai berikut:




Pada penelitian ini memiliki 2
variabel yang akan diteliti, secara jelas
dijabarkan sebagai berikut:
81. Kondisi Eksisting kawasan yang
akan di gunakan sebagai
gambaran/Profil kawasan Tambelan
Sampitsebagai kawasan permukiman
kumuh yang mempunyai karakter
budaya.
2. Infrastruktur kawasan sebagai dasar




3.5. Metode Analisis Data
1. Analisis keadaan dasar yaitu menilai
kondisi eksisting pada saat sekarang;
2. Analisis kecenderungan
perkembangan yaitu menilai
kecenderungan sejak masa lalu
sampai sekarang dan kemungkinan-
kemungkinannya di masa depan;
3. Analisis sistem serta kebutuhan
ruang yaitu menilai hubungan
ketergantungan antar sub sistem atau
antar fungsi, dan pengaruhnya
apabila sub sistem atau fungsi baru
itu berkembang, serta perhitungan
ruang dalam kawasan sebagai akibat
perkembangan di masa depan.
3.6. Bagan Alir Penelitian
Bagan alir penelitian pada studi
dipaparkan dalam sebuah konsep
terstruktur yang memuat keseluruhan
kegiatan sampai terciptanya hasil yang
diharapkan sebagai berikut lihat gambar
berikut :
Gambar 3.3
Bagan Alir Penelitian (Hasil Analisis
2017)
4. ANALISIS DATA DAN
PEMBAHASAN
4.1. Analisis
4.1.1. Analisis Tata Guna Lahan
Tepian Sungai Kapuas
Kelurahan Tambelan Sampit
1. Kawasan pemukiman warga yang
mayoritas dihuni oleh masyarakat
melayu, mayoritas bangunan
bergaya arsitektur tradisional
melayu tepian sungai dengan bahan
bangunan yang masih
menggunakan kayu.Karakteristik
dari kawasan ini adalah tipe
bangunan deret dan tunggal,
struktur bangunan dan jalan kurang
tertata dengan baik serta terdapat
jalur pedestrian berupa jembatan
kayu (gertak) sebagai penghubung
antar rumah.
9Gambar 4.1
Kondisi bangunan di Tepian Sungai
Kapuas
2. Kawasan pertokoan kecil dan kafe-
kafe menegah kebawah  yang
menjadi tempat usaha warga yang
ada di tepian sungai kapuas.
Karakteristik dari kawasan ini
adalah tipe bangunan deret dan
tunggal serta merupakan bangunan
panggung di atas tepi air. Adapun
permasalahan dari kawasan ini
adalah bangunan tidak teratur dan
non permanen serta Munculnya
bangunan-bangunan  baru  namun
tidak memperhatikan karakteristik
kawasan.
3. Kawasan Tambak Ikan yang
tersebar di sepanjang tepian sungai
kapuas. Karakteristik dari kawasan
ini adalah area tambak terapung
yang memanjang ditepian sungai
dan ada beberapa yang dilengkapi
rumah jaga tambak. Adapun
permasalahan dari kawasan ini
adalah Area privat cenderung
menguasai dan menutupi seluruh
area tepi air serta kondisi fisik
bangunan tambak dan rumah jaga
yang kurang baik dan belum tertata.
Gambar 4.2
Kondisi Tambak Ikan di Tepian Sungai
Kapuas (Observasi Lapangan 2017)
4.1.2. Analisis Nilai Historis Kawasan
Tepian Sungai Kapuas
Sungai Kapuas salah satu alasan
utama lahirnya Kota Pontianak. Titik
awal pertumbuhan Kota Pontianak
terletak di pertemuan sungai Landak dan
sungai Kapuas yang saat ini dikenal
dengan Kampung Beting. Sementara
kedatangan Belanda menghidupkan
kawasan pelabuhan Seng Hie. Karena
pertumbuhannya berawal di tepian
sungai, pembangunan di Kota Pontianak
juga masih terus berkembang di sekitar
kawasan tepi sungai.
Gambar 4.3
Kondisi permukiman pada awal
perkembangan kota pontianak
(Masterplan tepian sungai, 2016)
Gambar 4.4
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Kondisi permukiman sekarang di kota
pontianak (Masterplan Tepian sungai
kapuas, 2016)




Pariwisata dan kebudayaan serta Area
Industri dan Pergudangan di Kota
Pontianak berorientasi ke Sungai
Kapuas. Permasalahannya adalah area
perdagangan di tepi sungai tidak lagi
berorientasi ke sungai melainkan ke
jalan raya, sebab jalan raya menjadi jalur
transportasi yang lebih aktif.
4.1.4. Analisis Kawasan Kumuh
Kawasan kumuh Kota Pontianak
mempunyai perbandingan tipologi
kawasan yaitu sebesar 58% di daerah
daratan dan 42% di daerah
pesisir/bantaran sungai. Berikut
ditampilkan data infrastruktur kawasan
kumuh ditinjau dari beberapa aspek
yang akan menjadi indikator penentu
dalam penelitian ini.
Gambar 4.5
Peta deliniasi sebaran kawasan
kumuh kota pontianak(RKPKP Kota
Pontianak, 2015)
Dari Gambar (spot berwarna
merah) adalah Lokasi Kawasan Kumuh
Kota PONTIANAK yang bersifat parsial
(Spot Slum), namun pada kenyataanya
area diluar deliniasi kumuh juga
memiliki permasalah yang hampir sama
sesuai dengan tipologi dan kedekatan
jaraknya. Kecamatan yang ada di Kota
Pontianak seperti Kecamatan Pontianak
Timur dan Kecamatan Pontianak Utara
memiliki kawasan kumuh yang tersebar
dari empat Kecamatan yang lain yaitu
sebesar kurang lebih 20 Ha. Sedangkan
kawasan kumuh yang terkecil sebesar 5
Ha terletak di Kecamatan Pontianak
Tenggara.
4.1.5. Penentuan Delineasi Kawasan
Penentuan Deliniasi kawasan
kumuh ini penulis peroleh dari hasil
diskusi seluruh element Kelompok Kerja
Pengembangan Kawasan Permukiman
Kota Pontianak difasilitasi oleh tim




4.1.6. Kawasan Tambelan Sampit
Kawasan Tambelan Sampit
adalah kawasan dengan tipologi
permukiman di atas air Kawasan
Tambelan sampit berlokasi di sekitar
komplek Keraton
Kadariyah.Berdasarkan hasil analisis
yang telah dilakukan, maka kawasan
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Tambelan Sampit ini termasuk dalam
deliniasi 2 dengan konsep
pengembangan kawasan Permukiman
Tepian Kapuas.
Tabel 4.1 Konsep Pengembangan
Kawasan Tambelan Sampit
Jumlah penduduk Kelurahan
Tambelan Sampit berjumlah 7.822
dengan Luas Kawasannya ±40 Ha terdiri
dari 8 Rukun Warga  dan 31 Rukun
Tetangga. Dari tabel diatas menunjukan
luas seluruh permukiman kumuh di
deliniasi B sebesar 17.44 Ha terdiri dari
Kawasan Tambelan Sampit, Banjar
Serasan sebesar 3.73 Ha; Kawasan
Dalam Bugis sebesar 9.01 Ha; Kawasan
Tanjung Hulu sebesar 2.58 Ha; dan
Tanjung Hilir sebesar 4.99 Ha. Tipologi
kumuh rata-rata berada di tepian sungai
dengan tingkat kekumuhan sedang ke
berat.
Gambar 4.7
Deliniasi kawasan tepian sungai
tambelan sampit (Hasil Pengolahan data
lapangan, 2017)




perhitungan tingkat kekumuhan pada
perhitungan dan berdasarkan data-data
yang telah disajikan pada subab
sebelumnya, penulis mencoba untuk
menskenariokan penurunan tingkat
kekumuhan menurut formulasi didalam
Permen PUPERA no 2 tahun 2016.
Adapun beberapa permasalahan yang




2. Kurangnya sarana untuk publik
(ruang terbuka hijau)
3. Kepadatan bangunan tinggi




Kondisi Awal dan Kondisi Pasca
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Penanganan (Hasil perhitungan numerik
kawasan Tambelan Sampit, 2017)
Tabel 4.3 Capaian Penanganan
Kawasan Tambelan Sampit
4.2. Konsep Penelitian
Dari Permasalah, isu kawasan,
kebutuhan penanganan dan strategi di
kawasan Tambelan Sampit juga merujuk
kepada konsep strategi  Pemerintah Kota
Pontianak yaitu Citra Tepian Kapuas
maka penulis mencoba untuk
merumuskan Konsep Strategi untuk
studi “Penanganan Terpadu Kawasan
Permukiman Di Tepian Sungai Kapuas
Kota Pontianak” dengan lokasi studi di




Konsep penanganan kawasan tambelan
sampit dan sekitarnya (Hasil konsep,
2017)




























Kesimpulan penelitian ini adalah:
1. Kota Pontianak dilintasi dan
terbelah menjadi tiga daratan oleh
dua buah sungai besar, yaitu Sungai
Kapuas dan Sungai Landak.
Dengan posisi geografis seperti ini,
Kota Pontianak mendapatkan pula
julukan lainnya, yakni ”Kota
Tepian Sungai”.
2. Kondisi permukiman di Kota
Pontianak saat ini terbagi menjadi
dua tipologi yaitu permukiman di
atas atau tepian sungai dan
permukiman di daratan.
Permukiman di atas/tepian sungai
ini konon katanya merupakan asal
mula terbentuknya permukiman di
Kota Pontianak.
3. Gambaran karakteristik Kota
Pontianak dengan kondisi
permukiman kumuh pada umumnya
terletak dipinggiran sungai Kapuas,
di sepanjang Kampung Tambelan
Sampit dan Banjar Serasan. Secara
umum kondisi perumahan dan
permukiman di Kota Pontianak
sudah cukup baik, akan tetapi pada
beberapa bagian wilayah kota
masih terdapat kawasan kumuh dan
rumah yang tidak layak huni.
4. Pengembangan daerah tepian
sungai merupakan wajah kota yang
terjadi dan berorientasi ke arah
perairan. Perkembangan











antara darat dan air, daratan yang
rendah dan landai, serta sering
terjadi erosi dan sedimentasi yang
bisa menyebabkan pendangkalan.
5. Kawasan Tambelan Sampit
merupakan tipologi permukiman di
atas air berlokasi di sekitar komplek




pertama yang terbentuk di
Pontianak. Kawasan permukiman
warga yang mayoritas dihuni oleh
masyarakat melayu, mayoritas
bangunan bergaya arsitektur
tradisional melayu tepian sungai
dengan bahan bangunan yang
masih menggunakan kayu. Awal
mula permukiman di Kota
Pontianak terbentuk di sepanjang
Sungai Kapuas dan Sungai Landak.
6. Pergeseran fungsi badan perairan




7. Kondisi ekonomi, sosial dan
budaya waterfront city memiliki




berorientasi ke air dan darat,
terdapat peninggalan sejarah dan
budaya, terdapat masyarakat yang
secara tradisi terbiasa hidup
(bahkan tidak dapat dipisahkan) di
atas air.
8. Terdapat pula budaya atau tradisi
pemanfaatan perairan sebagai
transportasi utama, merupakan
kawasan terbuka (akses langsung)




9. Dari Permasalah, isu kawasan,
kebutuhan penanganan dan strategi
di kawasan Tambelan Sampit juga
merujuk kepada konsep strategi
Pemerintah Kota Pontianak yaitu
Citra Tepian Kapuas maka penulis
mencoba untuk merumuskan
Konsep Strategi untuk studi
“Penanganan Terpadu Kawasan
Permukiman Di Tepian Sungai
Kapuas Kota Pontianak” dengan
lokasi studi di kawasan Tambelan
Sampit adalah “Kawasan Tambelan
Sampit Bermartabat dan
Berkarakter”. Konsep strategi ini
bertujuan untuk memadukan antara
perkembangan permukiman tepian
sungai Kapuas tanpameninggalkan





kerajaan Pontianak yang kemudian
berkembang menjadi Kota
Pontianak.
10.Konsepsi dan filosofi kawasan
permukiman dalam penulisan ini
adalah Aman, nyaman dan
berkelanjutan yang mengutamakan
konsep hunian kepadatan tinggi
digabungkan dengan fungsi tata
guna lahan lainnya dengan
mempertimbangkan efisiensi jarak
ke kawasan pusat kota serta
mengedepankan pendekatan green
infrastructure aman, nyaman, sehat,
berkarakter dan berkelanjutan yaitu
sebagai Waterfront City Urban
Heritage. Konsep lainnya yang
menjadi rujukan penulis dilihat dari
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indikator Sehat, Produktif,
Berkelanjutan yaitu konsepsi Mixed
Use, Transport Demand
Manajamen untuk meningkatkan
fungsi dan peran jalan di dalam
kawasan.
11.Aksesibilitas dan Mobilitas dengan
metode Transit Oriented
Development yaitu menuju




















Dari hasil studi yang telah dilaku-
kan maka diperoleh beberapa rekomen-
dasi untuk stakeholder terkait yaitu pe-
merintah pusat, pemerintah daerah,
masyarakat dan pihak swasta dalam
memperbaiki implementasi kebijakan
kerjasama lintas batas di masa men-
datang. Adapun beberapa rekomendasi
yang diusulkan, sebagai berikut:
1. Pemerintah : Peningkatan komuni-
kasi yang efektif untuk menguatkan
koordinasi integrasi, sinergi dan
sinkronisasi antar tingkat pemerin-
tahan serta penyempurnaan pera-
turan tentang pengelolaan kawasan
perbatasan khususnya terkait pem-
bagian kewenangan antara pemerin-
tah pusat dan daerah.
2. Pihak Swasta : Meningkatkan inisi-
atif dan keterkaitan/ perhatian ter-
hadap rencana pengembangan ker-
jasama dengan pemerintah daerah,
dimana pemerintah derah selanjut-
nya hanya bertindak selaku fasilita-
tor dan regulator guna menjamin
perwujudan dan keberlanjutan pro-
gram pembangunan. Hal ini diper-
lukan sebagaiupaya peningkatan
skala ekonomi dalam rangka kema-
juan sosial ekonomi perbatasan
yang efisiensi dan efektivitas.
3. Masyarakat: Meningkatkan peran
serta dan aspirasi untuk menge-
valuasi dan mengembangkan ker-
jasama dengan masyarakat yang
berada di Kawasan Tambelan Sam-
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